
 

 

 

 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS 

AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, 

dengan ini menginstruksikan: 

Kepada  : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 

2.  Sekretar is Kabinet ; 

3.  Kepa la  U n it  Ker ja  P r es ide n  B id a ng  Pe ng aw as a n d a n  

Pengendalian Pembangunan; 

4.  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

5.  Jaksa Agung ;  

6.  Panglima Tentara Nasional Indonesia;  

7.  Kepala Lembaga Pemer intah Non Kementerian; 

8.  Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 

9.  Para Guber nur ;  

10.  Para Bupat i/Walikota. 

 

Untuk : 

PERTAMA :  Men ingkatkan kua l it as akuntab i l it a s keuangan negara  

me la lu i pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabe l ser t a  lebih mengefekt ifkan 

pengawasan int ern di lingkungan masing-masing. 

KEDUA :  M e mp er ce pa t  pe n ye le ng g ar aa n S is t e m P e nge nd a l ia n  

I nt e r n Pemer int ah (SPIP)  untuk t erwujudnya pe laksanaan 

kegiat an instansi pemerintah yang efisien dan efektif, 
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pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset 

negara yang tertib dan akuntabel, serta ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

 

KETIGA : Mengint ensifkan peran aparat  pengawasan intern 

pemer intah d i lingkungan masing-masing dalam member ikan 

keyakinan yang memadai atas terselenggaranya SPIP, 

memberikan peringatan dini d a n  me n in g k a t k a n  e f e k t iv i t a s  

ma n a j  e me n  r i s ik o ,  s e r t a  meningkatkan kualit as tata 

kelo la penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

KEEMPAT :  Da lam rangka mempercepat  peningkatan kualit as 

akuntabil it as keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam 

Instruksi Presiden ini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) melaksanakan: 

a. asistensi kepada kementer ian/lembaga/pemerintah daerah, 

untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah 

pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan 

tata kelola; 

b.  eva luas i t er hadap penyerapan anggaran  kementer ian/  

lembaga/pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi 

langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran; 

dan  

c .  audit  tujuan tertentu terhadap program-program st rategis 

nasional yang mendapat perhat ian publik dan menjadi isu 

terkini. 

d. r e nc a na  a k s i  ya ng  j e l a s ,  t e p a t ,  d a n  t e r ja d w a l  d a l a m  

mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/ 

lembaga/ pemerintah daerah. 

 

KELIMA :  Da la m r a ngk a  me mbe r ik a n a s is t e ns i  da n aud i t  

se bag a ima na  dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada 

Pemer intah Daerah, Kepala BPKP berkoordinasi dengan 
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Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEEMPAT, Kepala BPKP berkoordinasi dengan 

Menter i/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah untuk menentukan 

program strategis yang akan d iaud it  dan tu juan,  ser t a 

manfaat  yang akan d ipero leh dari asistensi, evaluasi, dan audit 

yang akan dilaksanakan. 

 

KETUJUH :  Kepa la  BPKP berkoord inas i dengan Kepa la  Unit  Ker ja  

Pres iden Bidang Pengawasan dan Pengenda l ian 

Pembangunan da la m melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini. 

 

KE DE LAPAN :  Kepa la  BPKP me lapor kan seca ra  be r ka la  a t au  sewakt u-

waktu  apabila  diper lukan atas pelaksanaan tugas BPKP 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada 

Presiden. 

 

KESEMBI LAN :   Melaksanakan I nst ruks i Pr es iden in i  dengan penuh 

t anggung jawab. 

 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

 

Dikeluarkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Februari 2011 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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